Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :
Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun
Langseb 1ll RT.004 RW. 003 Desa Kertaraharja, Kecamatan
Pedes, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ahmad Fikri SH/Advokat, beralamat di Dusun langseb
VI RT 004 RW 004 desa kertaraharja kecamatan pedes
karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Agustus 2022, sebagai "Penggugat”;
melawan
Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung leweng enteng
Dusun Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan
Cibuaya, Kabupaten Karawang, sebagai "Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus
2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dibawah Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2022, telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :
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DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus

2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dibawah Nomor 3065/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2022, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah

melaksanakan pernikahan pada tangga 24 November 2010, dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes,

Kabupaten Karawang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor : 841/138/X1/2010 tanggal 24 November 2010 dikarnakan buku

nikah dikuasai oleh Tergugat maka dibuatkan register buku nikah nomor

B.58/KUA.10.15.10/PW.01/8/2022 tertanggal 18 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir tinggal di Kampung leweng enteng Dusun Mekarsari

RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten

Karawang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2

orang anak :

3.1. Anak | tanggal lahir bulan juni 2011;

3.2. Anak Il (L) tanggal lahir bulan September 2017;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga

dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat menjadi

TKW dan mencari nafkah untuk menanggung nafkah keluarga;

b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya

terjadi sejak bulan Mei 2022. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

berpisah rumah dan yang meninggalkan rumah yaitu antara Penggugat;
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6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi
suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat) ;

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Ahmad
Fikri SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan
Nomor 1690/KS/VIII/2022/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,
sedangkan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya
secara rukun dan untuk memaksimalkan perdamaian Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi
sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 08 September 2022),
dengan Mediator Dr. Dra. Hj. Nurwathon, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil,
sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 September 2022;
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Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara tertulis secara lengkap sebagaimana dalam berita
acara persidangan tertanggal 29 September 2022 pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2010
dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten
Karawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 841/X/138/X/2010 yang
sekarang ada pada Tergugat;

- Bahwa Penggugat masih beralamat di Dusun Mekarsari, RT.006,
RW.003, Desa Sukasari, Kecamatan Pedes, kabupaten Karawang sesuai
dengan Kartu Keluarga Nomor 32115112907190006, dengan Kepala
Keluarga Uskandi;

- Bahwa gugatan dari Penggugat tidak bisa dibenarkan dengan alasan
karena sudah tidak suka dan alasan tidak menafkahi, hal ini Tergugat
bantah;

- Bahwa keberangkatan Penggugat menjadi tenaga kerja wanita atas
kemauannya sendiri dan atas ijin Tergugat dengan meninggalkan dua
orang anak yang kemudian Tergugat rawat, adapun pengiriman ketika
Penggugat ketika berada di Timur Tengah untuk membahagiakan kedua
anaknya, bukan semata-mata Tergugat tidak sanggup menafkahi;

- Bahwa saat berada di Timur Tengah hamper 4 tahun dan hubungan
Tergugat dan Penggugat berjalan dengan baik, ketika Penggugat menjadi
tenaga kerja wanita terjalin komunikasi yang baik dan berjalan apa
adanya, tetapi ketika Penggugat kembali ke Indonesia tidak pulang ke
rumah melainkan pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 16 Agustus
yang lalu Tergugat jemput sedang ke luar rumah kata mertua, minggu
tanggal 22 Agustus kembali Tergugat jemput, karena anak-anak selalu
menanyakan dan Tergugat bawa anak kembalike rumah mertua,
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Penggugat tidak memberikan respon untuk kembali ke rumabh, lalu Selasa
malam tanggal 31 Agustus Tergugat coba kembali untuk menjemput dan
Penggugat tetap tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa hamper 2 minggu Tergugat berada di rumah orang tuanya
dan 3 kali Tergugat jemput untuk kembali ke rumah akan tetapi Penggugat
tanpa alasan yang jelas tetap menolak, tiba-tiba aneh dan mengejutkan
ada surat panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut Tergugat tidak ada alasan apapun untuk
menceraikan Penggugat dikarenakan tidak ada alasan yang kuat untuk
menggugat cerai, untuk itu sudi kiranya Pengadilan Agama menolak
gugatan cerai tersebut, karena tidak ada alasan yang kuat untuk
menjatuhkan talak;
- Bahwa Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk
menolak gugatan cerai dari Penggugat

Bahwa selain itu Tergugat telah melengkapi jawabannya secara lisan

dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah
melaksanakan pernikahan pada tangga 24 November 2010, dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 841/138/X1/2010 tanggal 24 November 2010;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
berumah tangga terakhir tinggal di Kampung Leweng Enteng Dusun
Mekarsari RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya,
Kabupaten Karawang dirumah Tergugat dan benar telah dikaruniai 2
orang anak;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga
dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat
jarang memberikan nafkah sehingga Penggugat berangkat keluar Negeri
menjadi TKW dan mencari nafkah untuk menanggung nafkah keluarga
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yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai
kemampuan Tergugat, dan penyebab retaknya rumah tangga karena
Penggugatlah yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang
bernama Asep;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2022. Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah Penggugat pergi tanpa ijin meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat
karena Tergugat kasihan kepada dua orang anak Penggugat dan
Tergugat;
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa bagaimana Tergugat memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat sedangkan Penggugat berada diluar Negeri untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat benar pergi keluar Negeri pada tahun 2018 dan
pulang bulan April tahun 2022;
- Bahwa selama 4 tahun diluar Negeri Penggugat mengirim uang
kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat 3
kali, sebagaimana dalam jawabannya untuk bermusyawarah, dan
Tergugat mau menceraikan Penggugat asalkan Penggugat mau
membayar uang sebesar Rp. 50.000.000 Penggugat tidak sanggup, lalu
turun Rp. 10.000.000 dan sampai turun lagi Rp. 4.000.000,00, namun
Penggugat tidak sanggup untuk membayar, karena uang dari hasil usaha
di luar negeri sudah habis dikrimkan kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah
dimusyawarahkan, namun Penggugat sudah tidak mau berumah tangga
dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Tergugat
tidak mau kembali dengan Tergugat;
Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada
pokoknya tetap pada jawabannya, dengan tambahan keterangan bahwa tidak
benar Penggugat mengirim uang kepada Tergugat selama Tergugat di Luar
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Negeri, namun hanya 11 bulan dan selebihnya Penggugat mengirim uang
kepada orang tuanya Penggugat;
Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti :
A. Surat:
1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat/Penggugat,
Nomor 474/014/Ds/2022  yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Kertaraharja Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang tanggal 24
Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi
materai cukup lalu oleh Ketua Mejlis Hakim diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten
Karawang nomor 841/138/X1/2010, tertanggal 24 November 2010,
yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang, Nomor : B.58/KUA.10.15.10/Pw.01/08/2022,
tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor
351/Kua.10.15.10/PW.01/10/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
B. Saksi:
i, Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian lepas, tempat tinggal di Dusun Langseb 1ll, RT. 004, RW. 003,
Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah bersama di Kampung Leweng Enteng, Dusun Mekarsari
RT.003 RW. 002 Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten
Karawang;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022 sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan
Tergugat bertengkar juga berdasarkan pengaduan Penggugat
kepada saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena
Tergugat menyangka Penggugat mengirim uang kepada saksi
sebagai ayahnya, padahal selama Penggugat menjadi Tenaga
Kerja Wanita di Saudi Arabia selama 4 (empat) tahun mengirim
uangnya kepada Tergugat, selain itu Tergugat menuduh
Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat berangkat keluar Negeri menjadi
Tenaga Kerja Wanita pada tahun 2017 dan pulang lagi ke
Indonesia pada bulan April 2022;

- Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri, Tergugat
tidak menjemutnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
Penggugat bekerja diluar Negeri tahun 2017 dan ketika pulang
dari Luar Negeri pada bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat
tidak bersatu lagi Penggugat pulang kerumah saksi sedangkan
Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
kembali;
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- Bahwa Pergugat telah menyerahkan/menjatuhkan talak
secara lisan Penggugat kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani di lahan orang
lain, Tergugat suka main judi sabung ayam, dan Tergugat sering
pergi ke diskotik di daerah Rengasdengklok;
- Bahwa Tergugat pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah
saksi dengan didampingi aparat Desa Kertaraharja/kepala Dusun,
datang yang pertama pada bulan Mei 2022, Tergugat menyatakan
siap bercerai dengan Penggugat asalkan di berikan uang Rp.
50.000.000, namun tidak diberi oleh Penggugat, dua hari
kemudian setelah itu datang lagi minta uang turun menjadi Rp.
10.000.000,- namun tidak di beri juga, kemudian 3 (tiga) hari
setelah itu datang lagi minta uang Rp. 4.000.000,- namun oleh
Penggugat tidak dikasih juga, karena Penggugat sudah tidak
punya uang, hasil dari kerja semuanya sudah diberikan kepada
Tergugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali
lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
2. Saksi Il, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, alamat di Dusun Langseb I, RT. 004, RW. 003, Desa
Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dibawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022, rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi pernah melihat antara
Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan ketika Penggugat di
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Arab saudi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat
bertengkar melalui Video Call;

- Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena
Tergugat menuduh selingkuh kepada Penggugat, dan menyangka
Penggugat mengirim uang hasil kerja sebagai Tenaga Kerja
Wanita diluar Negeri dikiimnya kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Mei 2022 setelah Penggugat pulang dari luar Negeri
menjadi TKW, Penggugat pulangnya kerumah orang tuanya
Penggugat bukan kerumah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, ketika Penggugat bekerja di luar
negeri, Tergugat sering main ke Diskotik di wilayah Rengas
Dengklok

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
untuk bersatu lagi namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa, Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk
membuktikan bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti
tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada
Ahmad Fikri SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
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Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang
dengan Nomor 1690/KS/VIII/2022/PA.Krw, tanggal 25 Agustus 2022, sehingga
karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi
dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan
mediator Dr. Dra. Hj. Nurwathon.,SH.,MH., tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa dali gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat
telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak
bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena:
(). Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat menjadi Tenaga
Kerja Wanita (TKW) untuk mencari nafkah yang hasilnya dikirimkan kepada
Tergugat ; (2). Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain,
yang mencapai puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat pada bulan Mei 2022, sehingga sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawabannya secara tertulis dan secara lisan yang pada
pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, serta
Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replinya membantah Tergugat
masih memberikan nafkah dengan alasan bagaimana Tergugat masih
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memberikan nafkah, sedangkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan
awal bulan April 2022 berada di Luar Negeri sebagai TKW, bahkan Penggugat
yang tiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi,
masing-masing bernama Saksi | dan Saksi Il;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, yang
telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat
bukti, kecuali bukti P.3, berupa aslinya, bukti P.1 dan P,2 telah di-nazegeling
serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak,
sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti
surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan gugatan
Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim
berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P.1 Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Karawang, maka gugatan Penggugat dapat diterima
untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3,
yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti
bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut
hadir in person di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah
disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
terhadap peristwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri,
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pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal
171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan
saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak
mengajukan alat-alat bukti, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang
keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan
Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan
172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain,
maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai
suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24
November 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2022 rumah tangganya
sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah,
sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja di
Arab Saudi selama 4 (empat) tahun, Penggugat pulang ke Indonesia pada
bulan April 2022 langsung Penggugat pulang kerumah orang tuanya,
karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan

laki-laki lain;
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- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Indonesia atau selama lebih
kurang 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut
antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa Tergugat sejak kepulangan Penggugat ke Indonesia pernah
datang kepada Penggugat 3 (tiga) kali untuk meminta uang, apabila
Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas,
maka terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian
sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah
terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan
sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat
yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak atau kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan  Majelis Hakim
tersebut sejalan pula dengan :
1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa’, ayat 130 :

Liws all] 085 lasain o2 MS all[) oui 15365 05
Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan
kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan
adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;
2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Figh Sunnah, Juz Il, halaman
189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi :
elgs azo glaiams V Loy Lgs zoill Hluoal azg i)l casol sl
o ladl o wallai ol L) j9 Loglliol s b pmiandl
Spadl e I3l sl adlle ualal lgalla, 3iu> g Gs il
Logis oVl & oo
Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan
sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa
dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan,
dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di
damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh
menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika
kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu
mendamaikan keduanya";
3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-
Thalaaq, juz |, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:
slaxdl o losas o> GMall pllas MVl L] 289
Cuai cau>g ghe Vg @il lgrd g2 ans plg prz 9l
Ul olizo L0Vl QY T,y 1 o 6900 Tl alaw i
allasdl oL U lang xsall pamwll gazgill 2zl (e oS,
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Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

adlls uolall ade sllo lg=>g 5] arzg il ane, pac il bilg
Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan

menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri,

meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil,
maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan

perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al

Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, tentang Perkawinan;

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan

untuk melakukan perceraian;
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Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat a
quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 880.000,00, (delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A.
Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Rokhmadi, M. Hum., dan
Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. H. Rokhmadi, M. Hum. Muhammad Siddik, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti

H. Iskandar, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,

2. Biaya ATK Perkara: Rp 60.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 750.000,00,
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00,
6. Biaya Meterai - Rp 10.000.00,
Jumlah : Rp 880.000,00,

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
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